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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah penghormatan dan pgaghayang
tinggi terhadap harga diri yang diberikan olehrslghusus untuk manusia.
Dalam hukum Islam, perkawinan harus dilaksanakamgae memenubhi
rukun dan syarat perkawinan. Untuk melaksanakakapénan harus ada
calon suami, calon istri, wali nikah, dua orangssallan ijab serta kabul.
Dan jelasnya perkawinan tidak sah apabila salah dat lima hal di atas
tidak terpenuhi.

Perkawinan dalam ilmu figih dipakai istilatikah danzawaj Nikah
menurut bahasa mempunyai arti “berkumpul” atau ‘iméas”! Terlepas
dari perbedaan pendapat ulama tentang makna deskeaiat dan majazi,
nikah tetap mengandung unsakad dan wata’ sekaligus. Sedangkan
menurut ahli ushul Syafiiyah mengatakan “nikahalal akad yang
menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan aasgdang menurut
arti majazi ialah bersetubuf”.

Perkawinan mencakup tiga aspek, yaitu hukum, sod#al agama.
Dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu garikdan perjanjian

yang mempunyai karakteristik khusus yaitu (1) Perkan tidak dapat

! Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam @&&pnen Agama RIPedoman
Penghuly Jakarta: 2008, h. 59.

2 Chuzaimah T. Yanggo, dkigroblematika Hukum Islam Kontemporelakarta: PT.
Pustaka Firdaus, 2000. 39.



dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak é2)uld belah pihak saling
mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebetdasarkan
ketentuan yang sudah ada, dan (3) Persetujuanvpedd itu mengatur
batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti pentiyaitu (1)
Orang yang melakukan perkawinan akan dapat merglkaarketentraman
antara suami istri, anak-anak, dan seluruh anggatbuarga, (2)
Menempatkan kaum wanita pada posisi yang lebih oterat, ia
mendapatkan perlindungan dari suami, baik masa#ikah atau gangguan
dari orang lairt.

Dari aspek agama (ibadah), perkawinan mempunyarbph makna
yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) Perkawinarupakan pertalian
yang teguh antara suami-istri dan keturunannyaPé2kawinan merupakan
salah satu sunnah pada Nabi, dan mereka dijadikatadan dalam
kehidupan, (3) Perkawinan mendatangkan rezeki damghilangkan
kesulitan-kesulitan, dan (4) Istri merupakan singwayang paling baik.

Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga sosial gatang dari
Allah (divine institution. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan
tentang perkawinan menurut hukum Islam yaitu akahysangat kuat atau
mitsagon gholidhoruntuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah.Selanjutnya pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

®Ibid., h. 44-45.

*1bid., h. 42-44.

® Departemen Agama RIKompilasi Hukum Islam Dirjen Bimas Islam dan
Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2004, h. 128.



dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewkgnod kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmabh.

Guna merealisasikan tujuan perkawinan sebagaimamaksiud,
dibutuhkan rukun dan syarat-syarat tertentu. PadaKompilasi Hukum
Islam menyebutkan, untuk melaksanakan perkawinamishada calon
suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi iab gabul.

Ketentuan Kompilasi ini berbeda dengan pendapaj yaenyatakan
bahwa saksi tidak termasuk rukun dan sebaliknyadqeat yang
menyatakan bahwa mahar termasuk rukun. Terlepas mEbedaan
pendapat tersebut di atas, unsur-unsur rukun terselempunyai syarat
sendiri-sendiri.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupsdsuatu yang
harus ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidakukan oleh wali
yang berhak menikahkan. Ini adalah pendapat jumlauna. Hal ini berlaku
untuk semua perempuan yang dewasa atau masihrkasilh perawan, atau
sudah janda. Memang tidak ada satu ayat Al Quranyjpng secara jelas
menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawiviang ada hanya
ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanyaseperti dalam

surat Al-Bagarah ayat 232:
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“Apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu) lalanspai iddahnya, maka
jangan kamu (para wali) menghalangi mereka men(leagn) dengan calon
suaminya”. (Q.S. Al-Baqarah: 232)

Dalam ayat lain disebutkan:
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“Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujdramtara kamu, dan
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hambayamu yang laki-
laki dan yang perempuan”. (Q.S. An Nur: 32)
Dua ayat ini memang diarahkagikhitabkar) untuk para wali wanita
yang hendak dinikahkan. Menurut Imam Syafi'i duaatayni sangat
menjelaskan posisi dan kedudukan wali dalam pehnaith Sebab masalah

wali juga dipertegas oleh Rasulullah saw melalubagai hadisnya, yang

diantaranya:

(s olyy) s Y
“Dari Abu Burdah, dari Abu Musa berkata, bahwa Ratah saw telah
bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adawsli.” (H.R.
Turmudzi).
Menurut Syaikh Ismail Al-Kahlani Ash-Shan’ani, metip pendapat

sejumlah ahli figih karyanya Subulus Salam, bemhakna hadis ini bukan

menyatakan tidak sempurna pernikahan tanpa wadpitenenyatakan tidak

® Departemen Agama RAI-Qur'an Dan TerjemahnyaJakarta: CV. Kathoda, 2005, h.
46-47.

" Ibid., h. 494.

8 Muhammad bin Idris As-Syafi'iAl-Umm Jilid 5 Beirut-Libanon: Dar Al Qutub Al
llmiyah, 1988, h. 22.
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1989, h. 303.



sahnya pernikahan tanpa wHliDemikian Sayid Sabiq mengatakan bahwa:
“Pernyataan “tidak” pada hadis ini maksudnya “tidaah”, yang
mempunyai arti terdekat dari pokok persoalan iadi hikah tanpa wali
adalah batal™!

Di samping itu hadis di atas juga didukung hadisking diantaranya

dalam hadis dari Aisyah, disebutkan bahwa Rastigtav bersabda:

P 4
£

@ PR @ y o4 Te o T Lo ab S els o2
" :(;Ljﬁ;lﬁﬁ\éia;\)\ Jel; JB 1 &J6 s A (&2 axsle 2ed
e Ol & s Gl ol 06 bl WSS s 03 R EasS

P
=

3
iRes

NO

2aal gy " 5V 5 2 lEB 1gsahl O3 s
“Dan dari ‘Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah saerdabda, “Siapa saja
wanita yang dinikahkan dengan tanpa ijin walinykanaikahnya batal, jika
dia sudah berhubungan badan dengannya, maka diakberendapatkan
mahar sebagai imbalan dari dihalalkannya farjingan jika mereka

berselisih, maka sultan adalah wali dari wanitagyidak memiliki wali.
(HR. Ahmad)

Posisi wali jika diibaratkan dengan perdaganganadalah pemilik
barang yang dijual kepada pihak lain, dan tidak ghimada barang yang
dijual namun tidak ada penjualnya.

Hampir seluruh ulama sepakat mensyaratkan adanya datm
pernikahan, kecuali Imam Hanafi. Kelompok Hanafiyatenyebutkan
bahwa tidak harus mempergunakan wali dengan meluggaa (kiaskan)
pada perdagangan. Artinya jika wanita itu telah nliknkecerdasan untuk

menentukan dirinya, maka ia boleh menikahkan dirirgeperti ia berhak

19 Muhammad bin Ismail Ash-Shan’arBubulus Salam Sarah Bulughul Maram Jilid 3
Beirut-Libanon: Dar Al Qutub Al limiyah, 1988, h28.
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menjual barang miliknya. Sehingga golongan Hanhfiymmenyebut
keberadaan wali sebagai surtah.

Alasan Ulama golongan Hanafiyah berpendapat bahahsinadis
yang menerangkan wali menjadi syarat dalam perkawinoleh jadi karena
pihak wanita belum sempurna persyaratannya, sepadih kecil atau gila.
Menurut sebagian Ahli Ushul mentakhsis dalil yamgum dan membatasi
berlakunya pada bagian-bagiannya dengan jailgas adalah dibolehkatf
Alasan Imam Hanafi yang lain menurut Wahbah AzzytdalamAl-Fighul
Islami wa Adillatuhy ada perbedaan pendapat dalam menafsikketab
ayat pertama di atas tadi. Jika kalangan ulamayaimenyebukhitab ayat
tadi kepada wali, Imam Hanafi melihatnya tidak. Atadi justru diarahkan
kepada wanita. Namun kalangan Ahli Figih, sepeiituttp Al-Kahlani,
menolakgiyas Hanafi tersebut karena ada nash je&dmiih yang memang
mengharuskan adanya wali dalam pernikahan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kelaen wali dalam
suatu pernikahan merupakan syarat syahnya, sehitidggla syah suatu
pernikahan kecuali dengan adanya wali yang melaksaraqgad nikah. Ini
adalah pendapat tiga Imam Mazhab (Malik, Asy-Syafiin Ahmad) serta

jumhur ulama?®
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Dalam keadaan-keadaan tertentu terkadang seseadiiguntuk
dapat menghadirkan seorang wali ketika akad penmaikaya berlangsung.
Karena beberapa alasan dan kendala yang secassallogmasuk akal dapat
diterima alasan tersebut. Di antaranya mungkinrnwaladlal, si perempuan
tidak punya wali, walinya ghaib dan lain-lain. Dal&aitan ini biasanya
dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepdlikatau PPN) bisa
menjadi wali pengganti jika wali nasabnya berhagéamgdengan sebutan
wali hakim.

Selama penulis mengadakan penelitian di KUA KecamdYirosari,
terdapat kasus wadidlal yakni wali yang enggan untuk menjadi wali dalam
pernikahan anaknya yang sangat menarik untuk tditeada tahun 2012 ini
terdapat lima kasus pasangan pengantin yang wadithigh

Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang pgntbagi
mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahka. Orang yang
berhak menjadi wali nikah ialah seorang laki-lakng memenuhi syarat
hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh. Walkah tersebut terdiri
dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wakah sebagai rukun
perkawinan karena untuk melindungi kepentingan taaniu sendiri,
melindungi integritas moralnya serta memungkinkaerciptanya
perkawinan yang berhasil. Institusi perwalian dalaerkawinan lebih
bersifat kewajiban daripada hak. Paling tidak meakap sintesis dari

keduanya.



Di samping beberapa pemaparan di atas, kajian gag diangkat
dalam penulisan skripsi ini adalah ruang lingkupnt§éa Urusan Agama
Kecamatan Wirosari sebagai tempat penelitian. Kattousan Agama
Kecamatan Wirosari mempunyai sebagian tugas dargsfuikantor
Kementerian Agama Kabupaten Grobogan di bidangdirlAgama Islam
dalam Wilayah Kecamatan Wirosari serta mengkoosrilaa kegiatan-
kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maliptas sektoral di
wilayah Kecamatan.

Mengingat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosaaiatdbagian
dari unsur aparat pemerintah dalam jajaran Kemiantékgama di bawah
Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, maka dalanakssakan
tugas tersebut, Kantor Urusan Agama selalu mengaepada peraturan-
peraturan yang ada dan petunjuk dari Kementeriaanfg Kabupaten
Grobogan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia NomoiTahun 2007
tentang Pencatatan Nikah disebutkan “Kantor Urusgama Kecamatan
yang selanjutnya disebutkan KUA Kecamatan adalatahsi Kementerian
Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagian tumstor
Kementerian Agama dibidang Urusan Agama Islam”.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik kninengkaji lebih
lanjut permasalahan wadidlal dalam bentuk skripsi dengan jud®ERAN

PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM PENYELESAIAN WALI

" peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 20@htang Pencatatan Nikah. 3.



ADLAL DI KUA KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN

GROBOGAN.

Rumusan Masalah
Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkzat daumuskan
sebagai berikut:
1. Apa alasan terjadinya kasus walilal di KUA Kecamatan Wirosari
Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimanakah peran Pegawai Pencatat Nikah (PPNjamdal
penyelesaian waliadlal di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten

Grobogan?

Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujdam dzenelitian
skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui alasan terjadinya wali nikah di AKWBecamatan
Wirosari Kabupaten Grobogan enggan untuk menikabkaknya.
2. Untuk mengetahui peran Pegawai Pencatat Nikah (PB&Nam
penyelesaian waliadlal di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten

Grobogan.

Telaah Pustaka
Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari dataetiia yang

pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada rfgdmnya dengan
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masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi®irSejauh hasil
penelusuran penyusun, belum pernah ditemukan ulisag spesifik dan
mendetail yang membahas tentang masalah yang tasrkaeéngan peran
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaianadgil. Akan tetapi
ada beberapa tulisan atau buku yang berkaitantsenhubungan dengan
masalah yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Subhan IAIN Walisongo 8emng dengan
NIM 2105086 lulus tahun 2009 dengan judul skrip&ndlisis Terhadap
Persepsi Ulama Tentang Pernikahan Oleh wali Hakiaitd&hnya Dengan
Wali Adhol (Studi Kasus di Desa Ujunggede Kecamatampelgading
Kabupaten Pemalan§) Membahas bagaimana Persepsi Ulama terhadap
Pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan walhol yang terjadi di
desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pemalang, dagaimana
pertimbangan hukum dari Persepsi Ulama desa Ujulegg&ec.
Ampelgading Kab. Pemalang terhadap Pernikahan o Hakim
kaitannya dengan walidhol Dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah
kesimpulan yang membolehkannya suatu pernikahag gdakukan oleh
Wali Hakim karena waliny&dhol

Skripsi Kirmanto (2100155) lulus IAIN Walisongo Sarang tahun
2007, dengan judul skripsiAnalisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang
Keharusan Adanya Wali Dalam Pernikahan'Menguraikan tentang

biografi Imam Al Syafi’i, dan menjelaskan mengekaidudukan wali di

h.18.

18 Sumadi Suryabrataetodologi Penelitianjakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006,
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dalam pernikahan serta dasar-dasar hukum yang ratkagu tentang

kedudukan wali. Dari pembahasaan tersebut menghaskesimpulan,

bahwa dasar hukum menurut Imam Syafi'i dalam halmengenai wali

nikah sangat tepat untuk zaman sekarang, sertadddsn wali pada suatu
pernikahan adalah suatu keharusan.

Skripsi Saifur Rokhim (072111022) lulus IAIN Walisgo Semarang
tahun 2011 dengan judul skrip$hnalisis Terhadap Praktek Peralihan
Wali Nasab ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA KearaRan Kab.
Temanggung)’.Membahas bagaimana penerapan peralihan wali rkesab
wali hakim di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung dasar hukum yang
digunakannya serta sah atau tidaknya pernikahag ymtaksanaannya
menggunakan peralihan wali nikah menurut hukum nisl&Penelitian
tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitverppan diskresi
tentang peralihan wali nasab ke wali hakim belutakdanakan secara
maksimal karena pihak KUA Parakan masih takut derggnksi hukum
pemerintah, dan dasar yang digunakan oleh KUA Raralaitu
meggunakan dasar fikih dan satunya lagi denganr ddsdang-Undang
Perkawinan.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, penulisaoka menguraikan
tentang peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalaye[@saian waladlal
di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Mehyrengetahuan
penulis, belum ada penulis manapun yang membahasalaha peran

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian adidl di KUA
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Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dalam bewstuipsi. Oleh
karena itu, penulis termotivasi untuk membahas peatahan tersebut
dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapaambah wawasan,

khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Pendlitian
Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, malaertukan
metode yang tepat dan sistematis. Adapun metodg panulis gunakan
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, makasj@einelitian
ini adalah bentuk penelitian lapangdielfl research yaitu penelitian
yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data
lapangart’ Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalatRRE
PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM PENYELESAIAN WALI
ADLAL DI KUA KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN
GROBOGAN.
2. Sumber Data
Obyek penelitian ini adalah peran PPN KUA Kecamatan
Wirosari Kabupaten Grobogan dalam upaya menyelasanali adlal
yang terjadi dalam wilayah kerjanya.
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah gataer.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsungsdbjek penelitian

19 Cholid Narbuko dan Abu Achmadijetodologi PenelitianJakarta: PT. Bumi Aksara,
cet. 10, 2009, h. 41.
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dengan pengambilan data secara langsung pada séfjagai sumber
informasi utama yang dicari. Data primer ini sanganentukan dalam
pembahasan skripsi ini, karena penulis lebih baryaitumpu pada
data ini. Adapun dalam penelitian ini yang dijadikieey informan
adalah pihak Kepala KUA/PPN selaku yang bertindanjadi wali
hakim jika calon pengantin tidak punya wali ataulimye@ adlal dan
beberapa orang yang terkait dengan masalah terdeimtaranya yaitu
pihak wali dan kedua calon pengantin.
3. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapatraikan
sebagai berikut:
a. Metode Interview atau Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpuatn d
untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanpgsieg
kepada responden. Interview, juga disebut dengavaweara atau
kuisioner lisan, yakni dialog yang dilakukan olelewancara
(interviewe) untuk memperoleh informasi dari terwawancara
(interviewe).?°
Wawancara ini penulis lakukan dengan Kepala KUA
Kecamatan Wirosari dan beberapa calon penganting yan
mengalami permasalahan tentang keberadaan waliadial) serta

orang tua pengantin wanita.

2 sutrisno HadiMetodologi Research Jilid IIYogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 1978, h. 225.
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b. Studi Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenaihdlal-
atau variabel yang berupa catatan, transkrip, bskuwat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat, legger, ageratasebagainyd.
Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data temta
berapa banyak kasus yang terjadi perihal penyelesealiadlal di
KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.
Metode Analisis Data
Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunaksastode
deskriptif analitis, proses analisis dimulai dengaenelaah seluruh data
yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawanciwkumentasi,
observasi, dan data yang diperoleh dari pustakauden mengadakan
reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dirgpa dirangkum
dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusurnhletistematis
sehingga menjadi data-data yang benar-benar terki@hgan
permasalahan yang dibalfaDeskriptif analitis yaitu mendiskripsikan
pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada peratN RRlam
menyelesaikan waladlal di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten

Grobogan.

Cipta, cet.

21 suharsimi ArikuntoProsedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakiikarta: Rineka
13, 2006, h. 158.
2 Cholid Narbuko dan Abu Achmadip.cit, h. 160.
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Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pem&miaskripsi
menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atds lsab dengan maksud
untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yarghdib dalam skripsi
ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

BAB | berisi pendahuluan, dalam bab pertama akbathdis mengenai
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penuliséamh pustaka, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il tentang tinjauan umum tentang nikah, dalaab ni diuraikan
secara teoritis tentang segala sesuatu yang bergabudengan masalah
perkawinan meliputi pengertian nikah, tujuan nikabkun nikah, wali
nikah, larangan nikah dan pengertian vealial.

BAB |IIl berisi permasalahan waladlal yang terjadi di KUA
Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, meliputiilpkdJA Kecamatan
Wirosari Kabupaten Grobogan, prosedur pelaksana@iahndi KUA
Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, serta tgntasus-kasus wali
adlal di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

BAB |V berupa analisis, yang di dalam bab ini behsasil-hasil
penelitian dan analisis yang diperoleh terhadagaalderjadinya wali nikah
di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan enggamtuk
menikahkan anaknya, serta peran Pegawai Pencdtah NPPN) dalam

penyelesaian waddlal di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.
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BAB V berisi penutup, dan bab ini berisi tentangikgulan serta
saran-saran dari uraian di atas atau dari hadil{p@selitian yang mungkin
sangat diperlukan dalam meningkatkan peran Peg&eacatat Nikah
(PPN) dalam menyelesaikan wadidlal, dikaitkan dengan pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi iHulalam di masa

mendatang.



